LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG ~

SERI: p -NOMOR : 2

PERATURAN DAERAITI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR 3 Ol TAHUN 1997
TANTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
VALIKO’I'AMADYA KEPALA DAERAH "TINGKAT IT-PKPINANG

Menimbang : a, bahwa memdrahl Jotentuan pasal 17 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoxr 5 Ta-
hun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota-
madya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomoxr
4 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ke-
tua, wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwaki-
lan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Pangkalpinang perlu diperbaiki,

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas
perlu diatur dan ditetapkan dengan Fera-
turan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pangkalpinang.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok pokok Pemerintahan Di Daerah. ( L.N .
Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan L.N,. Nomorxr
3037).
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Undang Undeng Nomor 28 Tahun 1974 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja
Di. Gumatera Selatan.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok Pokok Kepegawaien ( L.N. Tahun 1974,
Tambohan L.N. Nomor t 3041 ).

Undang undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang
Perubahan atas Undang undang Nomor 16 Tahun
1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis-—
Permusyawaratan Ralyat.

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwaki -
lan Rakyat Dacrah sebagian telah diubah de-
ngan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (L.N.
Tahun 1985 Nomor 2 Tambahan L.N, Nomor 3282

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975
tentang Pertanggung Jawaban dan Pongawasan
Keuangan Daerah, (L.N, Tahun 1975 Nomor 5 )

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975
tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Bslanja Daerch, Pelaksanaon Tata Usaha

_ Kouungan Daersh dan Penyusunan Yerhitungan-
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.N
Tahun 1975 Nomor 6 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Bangka.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Ta~
hun 1993 tentang Bentuk Poraturan daerah
dan Peraturan laerah Perubahan,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Ta~
hun 1996 tentang Kedudukan Xetua, wokil Ke-
tua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah,

Dengan persetujuan Dewan Perwokilan Hakyat Daerah  Kota-
madya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

MEMUTUSKAN
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

PiNGKALPINANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KE-
TUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKI -
LAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH  TINGKAT
II PANGKALPINANG. -
BAB I
KisTENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 3

8¢

b.

Ce

d.

f.

e

h.

Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Rangkal -
pinan&. o |

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pangkalpinang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II. Pangkal -
pinang.

Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, diang-
kat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasrkan Peratu
ran Perundang undangan yang berlaku.

Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan DFRD
yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengang
kat sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang unda~
ngan yang berlalu.

Uang Refresentasi adalah Uang yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukan-—
nya sebagai Pimpinan dan Anggota DFRD,

Tunjangan Kehormatan adalah Tunjangan yang diberikan =
kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang diangkat
sebagal Ketua, wakil Ketua, Sekretaris, Anggota tetap
dan Anggota Pengganti pada Komisi don Panitia oobagal
mana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

Uang Paket adalsh Uang yang diberikan kepada  Anggota
DPRD yang terdiri dari Uang Rapat, Uang Pengangkutan
Lokal di dalam Kota dan Uang Makan,
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Biaya Kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk Tun—
Jangan .pemeliharaan Kesehatan secara rutin setiap Bu-
lan dan biaya pengobatan pada waktu yang - bersangkutan
dan / atau keluarganya sakit.

Uang Duka adalah wang yang diberikan kepada ahli waris
Pimpinan dan / atau Anggota DPRD apabila meninggal Du-
nia,

Dana Penunjang adalah Dana yang disediakan untuk .me-
nunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok DPRD,

Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberi -
kan untuk meningkatkan kesejshteraan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. .

Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan
kepada Anggota DPRD setelsh berakhir masa Bhaktinya /
masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu sesuai
ketentuan yang berlaku.

BAB II

PEMBIAYAAN
Bagian Pertama
Pasal 2

(1). Dalam rangka penyelenggaraan keglatan Dewan Perwaki-

lan Rakyat Daerah, atas beban Anggaran Pendapatan
dan Delanja Daerah dapat disediakan pembiyaan DPRD
sebagal berikut 3

a, Uang Representasi,

b. Tunjangan Kehormatan,
ce Uang Paket.

d. Biaya Perjalanan Dinas,
e. Pakaian Dinas,

f, Biaya Kesehatan,

&8+ Uang Duka,

(2). Disamping pombiayaan tersebut pada ayat (1) a1 ates,

sesual kemampuan Keuangan masing-masing Daersh dan
keténtuan yang berlaku disediaken pembiayaan untuk 3




a, Dana Penunjang.

b. Tunjangan Kesejahteraan,
0. Rumah Jabatan Pimpinan,

d. Sarana Mobilitas Pimpinan:

Bagian Kedua
Uang Representasi
Pasal 3
Besarnya Uang Representasi adalah i .
8, Ketua eeseecescssssssesaces jfip.630,000,~/bulan/orang.
be. Wakil Ketua seseccsccsscses RP.540,000,=/bulan/orang.
Ce ANEEOLA ceeeeccssacccssssss RpPed50.000,~=/bulan/orang.

Bagian Ketiga
Tunjangan Kehormatan
Pasal 4

Besurnya 'I‘unjanéan Kehormatan adalah 1

8, Ketua DPRD eeeeseecocscscss RPe200,000,=/bulan/orang.
be Wokil KotUl eseccecccessces Rpel75.000,=/bulan/orang.
c. Ketua Komisi eececsescceces Rpe 75.000,~/bulan/orang.
d. Wakil Kotun Kowiol eeeeeees Rpe 60,000,-/bulan/orang.
e. Sekretaris Komisi seseseees Rp. 50,000,~/bulan/orang.
f. Anggota Komiol eveveeseeess Rpe 35.000,-/bulan/orang.
8. Ketua Panitia ceeeecesceecss Rps 75.000,=/bulan/orang.
h. Wakil Ketua Panitia +...... Rp. 60.000,-/bulan/orang.
i. Sekretaris Panitia ¢eseeee. Rp. 50.000,~/bulan/orang.
J. Anggota Panitia ...eeceeee. Rp. 35.000,-/bulan/orang.

.Bagian Koempat

Uang Paket
Pasal 5
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Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikuan *
uang paket sebesar Rp. 150.000,-/bulan/ora.ng.
Bagian Kelima.
Biaya Perjaluonan Dinas
Pasal 6

(1). Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan per-—
Jalanan Dinas diberikan biaya Perjalanan Dinas.

(2). Besarnya biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan biaya perja -
lanan Dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri  Sipil
Golongan B,

(3). Ketentuan Administrasi dan Besarnya biaya Perjalanan
Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dise-
suaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pega-
wal Negeri Sipil Pemerintah Daerah,

(4). Peninjauan dalam Wilayah Daerah yang berkedudukan di
Ibu Kota Kotamadya Daerah Tingkat II  Pangkalpinang
tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas
Pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan Pakaiun
Dinas berikut atributnya berupu 3

a, PSH ( Pakaian Sipil Harian ) 2 (dua) kali setahun.
b. PSR ( Pakaian Sipil Resmi ) 1 (satu) kali setahun.
ce. PSL ( Pakaian Sipil Lengkap ) 1 (satu) kali selama 5
( lima ) tahun.
Bagian Ketujuh
Biaya Kesehatan
Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tun .
Jangan Kgsehatan sebesar Rp. 35.000,-/bulan/orang,




Pasal 9

(1). Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Yang bukan Pegawai
Negori serta Keluarganya, diberikan bantuan biaya
Pemeliharaan Kesehatan Yaita Pengganti pemeriksaan
pengobatan dan perawatan Dokter sesuai dengan keten -
tuan yang berlalm bagi Pegawai Neglari Sipil dengan
bukti bukti yang sah,

(2). Bagi Pimpinan dan 4nggota DPRD yang bersetatus Pega~
wal Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan,
pengobatan dan perawatan Dokter berlaku ketentuan
sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas beban
PT. Asuransi Kesehatan (ASKES e

Bagion "}éodolupun
Uang Duka
Pasal' 10

Apabila Pimpinan dan atau Anggota DPRD meninggal, :kepada
ahli warisnya diberikan :

a, Uang Duka sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi dan
apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas di-
berikan Uang Duka sebanyak 6 (enam) kali Uang Represen-
tasi,

b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman,

Bagian Kesembilan

Dana Penunjang
Pasal 11

(1), Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD  dapat
disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan
DFRD,

(2). Dana Penunjang sebagaimana dimaksua ayat (1)  pasal
ini ditetapkon sebesar Rp.30.000.000,~ (Tiga  puluh
Juta rupiah),

£3)s Penyediaan Dana penunjang yang melampaui batas Jum~-
lah gobagaimana dimaksud rada ayat (2) pasal ini, di-
laksanakan setelah terlebih dahulu mem crolch perse -
tujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Sela
.tan,
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Bagian Kesepuluh
Tunjangan Kesejahteraan
Pasal 12

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan tun
jangan Kesejahteraan yang besarnya Rp.125,000,~ (Seratus
dua puluh 1lima ribu rupiah).

Bagian Kesebelas
Rumah Jabatan Pimpinan
Pasal 13

(1). Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah
Jabatan termasuk Inventarisnya, biaya pemeliharaan
termasuk biaya pemakaian Air/listrik, telepon  dan
Gas.

(2). Apabila Pimpinan DPRD yang bersangikutan berhenti de~
ri Jabatannya, maka rumah Jabatan termesuk barang
barang Inventarisnya harus diserahkan kembali dalam
keadaan baik kepada Pemerintah Daerah,

(3). Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumsh Jaba~

tan dapat diberikan Tunjangan perumahan dan pemeli -
haraan yang besarnya disesuaikan dengan standar ma—
sing masing daerah.

Bagian Keduabelas
Sarana Mobilitas Pimpinan
Pasal 14

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku Jabatan dapat dise -
diaken sebuah Kendaraan Dinas sesual dengan Ketentuan
yang berlaku.

Bagian Ketigabelas
Tunjangan Purna Bhakti
Pasal 15

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa
keanggotaanya atau berhenti antar waktu diberikan Tunja~
ngan Purna Bhakti sesual dengan ketentuan yang berlaku,

" BAB III




KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

Segala akibat Keuangan yeng ditetapkan dalam Peraturan
Daerah ini, menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kotamadya Daerash Tingkat 1I Pangkalpinang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daeresh Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor t 4
Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Kotua, Wakil Ketua
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadye Dae-—
rah Tingkat II Pangkalpinang, dicabut dan dixwatakan ti-
dak berlaku lagi,

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paia tanggal diundang
kan., Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerin
tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempa
tannya dalam Lembaran Daerah Kotamedya Daerah  Tingkat II
Pangkalpinang.

Ditetapkan . : Di Pangkalpinang .
Poda tanggal 3 29 =1 = 1997

Walikotamadya Kepala Daerah Tk II
Pangkalpinang,

Cap / dto,

DRS, H,SOFYAN REBUIN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Pangkalpinang
Ketua,
Cap / dto,
Abdul Aziz Lubis




DISYAHKAN:

Dengan Surat Keputusan
Gubernur Kdh, Tx. I SS

Tanggal 3 T Maret 1997
Nomor 3 120/SK/IV/1997

Sekretaris Wilayeh/Daerah
Ub. Kepala Biro Hulcum,

Cap / dto,

BUSTAM ABUNAWAR, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 440009191.

DIUNDANGKANS

Dalam hembaran Daerah Kota -
madya Daerah Tingkat II Pang-
kalpinang. 2
Nomor 3 2 Tahun 1997.

Seri s D, No. 1.

Tanggals 5 April 1997.

Sekretaris Kotamadya,

Cap / dto,

Drs., Basri Intip
Pembina Utama Muda




